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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlindungan anak memiliki peranan penting sebagai langkah utama 

memberikan jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal. Mengingat 

saat ini perkara kekerasan seksual baik yang terjadi pada usia dewasa, maupun 

remaja bahkan anak – anak merupakan salah satu fenomena hukum layaknya 

gunung es yang sangat sulit terungkap di khalayak publik. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri fenomena tersebut kemudian berimbas pada terganggunya 

kesejahteraan anak.  

Meningkatnya perkara kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak 

secara mendasar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menodai harkat 

serta martabat manusia.1 Sebagaimana anak merupakan tonggak penerus 

peradaban bangsa, maka sudah seharusnya keberhasilan tumbuh kembang anak 

diperhatikan. Salah satu upaya perlindungan atas keberhasilan tumbuh 

kembang anak yakni diperlukannya upaya cepat tanggap untuk menjamin 

pemenuhan hak – hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi yang 

dilengkapi prinsip hak asasi manusia.2 

 

 
1 Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi 

Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum UMSU (Juli – Desember 2019), hlm. 2.  
2 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU NO. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, tln No. 5606, Penjelasan Umum.  
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Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Tentang Perlindungan Anak, didapati bahwa terdapat ketentuan 

hukum mengenai perlindungan anak.3 Hal demikian menunjukkan adanya 

perhatian negara terhadap maraknya kekerasan terhadap anak. Perhatian 

tersebut sudah begitu jelas terlihat dari adanya regulasi – regulasi yang 

mengatur penanganan permasalahan anak. Hal demikian didasari karena tindak 

pidana kekerasan seksual pada anak memiliki imbas yang sangat besar bagi 

penderitaan secara fisik, psikologis dan seksualitas anak sebagai manusia yang 

utuh.4  

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak, salah satu upaya 

yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasinya dalam bentuk Undang – 

Undang Perlindungan anak yakni mengupayakan bahwa setiap anak berhak 

atas perlindungan dari tindak kejahatan seksual.5 Sejalan dengan hal ini, 

langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan dukungan berupa 

sarana, prasarana dan bantuan sumber daya manusia yang memiliki kompeten.6 

 

 

 
3 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 2. 
4 Arie Cahyono, et.al, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (Jakarta: Direktorat Keluarga, 

Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023), hlm 7. 
5 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606, Ps. 15 huruf f.  
6 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606, Ps. 22. 
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Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perlindungan Anak terdapat 

beberapa delik kekerasan seksual pada anak. Pertama, delik mengenai tindakan 

kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak.7 Kedua, delik mengenai 

tindakan kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak.8 Seiring 

dengan adanya perkembangan zaman, hadirnya Undang – Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual memberikan perluasan terhadap penggolongan 

tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun secara nonfisik.9 

Terobosan baru dalam dunia hukum dewasa ini yakni adanya 

pembaharuan mengenai unsur pemberat pidana bagi pelaku kekerasan seksual 

pada Undang – Undang Perlindungan Anak. Dimana setiap orang yang 

melakukan tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan perbuatan cabul 

terhadap anak dapat dijatuhi penambahan 1/3 dari ancaman pidana yang telah 

ditetapkan. Apabila pelaku merupakan keluarga inti yakni orang tua, wali, 

orang – orang yang memiliki hubungan atau ikatan keluarga, pengasuh, 

pendidik, guru, serta aparat yang menangani perlindungan anak. Ketentuan ini 

juga berlaku untuk pelaku lebih dari satu orang yang secara bersama – sama 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada Anak.10 

 

 
7 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606, Ps. 76D. 
8 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606, Ps. 76E. 
9 Indonesia, Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN 

NO. 120 Tahun 2022, tln No. 6792, Ps. 4 
10 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, Ps. 81 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 82 ayat 

2 dan ayat 3. 
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Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak pada SIMFONI – PPPA, terhitung sejak 

tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi kenaikan tindak pidana kekerasan 

seksual.11 Meskipun, pada tahun 2023 data yang tersaji belum merangkap 

sepenuhnya, melainkan hanya dalam kurun waktu 8 bulan, tetapi sudah cukup 

menunjukkan adanya pergolakan kenaikan angka kekerasan seksual. 

Tabel 1.1.  

Data Kekerasan Seksual Tahun 2020 – 2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

2023.12 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya pergolakan angka 

kekerasan seksual yang cukup signifikan. Dimana saat ini kekerasan seksual 

yang terjadi semakin bervariasi mulai dari motif, tindakan bahkan pelaku 

tindak kekerasan.13 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam kurun 

waktu 2 tahun sejak tahun 2020 – tahun 2022 adanya kenaikan jumlah tindak 

 
11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” 

diakses https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan pada 23 Agustus 2023. 
12 Ibid.  
13 Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal 

Risalah Hukum (Juni 2021), hlm. 3.  

Tahun Total Perkara Kekerasan Seksual  

2020 8.214 

2021 10.328 

2022 11.686 

2023 7.342 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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pidana kekerasan seksual. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan, sebab 

data yang tersaji belum merangkum jumlah kekerasan seksual selama 1 tahun.   

Tabel 1.2.  

Data Jumlah Anak Korban (Usia 13 – 17 Tahun)  

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.14 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam praktik bermasyarakat 

kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering terjadi. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi anak sebagai salah satu bagian dari kelompok yang lemah 

dan tidak berdaya tentu menjadikan anak memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap orang dewasa di sekitar. Dalam keadaan ini, pelaku kekerasan seksual 

menggunakan supremasi kekuasaan yang dimiliki untuk menguasai korban 

melalui berbagai daya upaya, ancaman bahkan kekerasan.15 Timbulnya rasa 

takut pada anak saat mendapatkan desakan, memberikan kesempatan bagi 

pelaku untuk melancarkan aksi kejinya tersebut. Sehingga, tidak jarang dari 

 
14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” 

diakses https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan pada 23 Agustus 2023. 
15 Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al, Kekerasan Seksual, (Bandung: CV. Media Sains 

Indonesia, 2022), hlm. 8 

Tahun Jumlah Korban Usia Anak (13 – 17 Tahun)  

2020 7.052 

2021 9.078 

2022 9.962 

2023 6.282 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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berbagai tindakan kekerasan seksual yang terjadi, korban hanya terpaku dan 

tidak melakukan pembelaan diri.  

Tabel 1.3.  

Data Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan 

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.16 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi 

pada anak sering kali dilakukan oleh orang – orang di lingkungan sekitar, 

antara lain yaitu lingkungan keluarga, sosial, bahkan pendidikan. Sekolah yang 

merupakan lembaga pendidikan guna menggali ilmu pengetahuan dan 

kebenaran, senyatanya turut menjadi tempat tindak kekerasan seksual. Dimana 

guru atau tenaga pendidik seharusnya memberikan arahan, kepada siswa agar 

tidak terperosok ke dalam tindakan – tindakan menyimpang, justru menjadi 

aktor utama dalam terjadinya kekerasan seksual.17 Kepercayaan terhadap guru 

sebagai orang tua pengganti di lingkungan sekolah kerap ditanamkan kepada 

 
16 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” 

diakses https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan pada 23 Agustus 2023. 
17 Junaidi, Nashriana, KN Sofyan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY,” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (Juli 2020), hlm. 1 – 2.  

Tahun Pelaku Berdasarkan Hubungan 

Orang Tua Keluarga Guru 

2020 2.348 1.296 379 

2021 2.807 1.519 441 

2022 3.073 1.553 649 

2023 1.983 957 478 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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anak dari tingkat sekolah paling rendah. Hal inilah yang menyebabkan anak 

semakin takut untuk menentang segala perintah yang diberikan, termasuk 

perintah untuk menuruti nafsu guru.  

Dewasa ini kekerasan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai 

kejahatan serius dan kejam, sebab berdampak luar biasa terhadap 

perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Oleh karena itu, secara 

legal formil Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan extra ordinary crime. Atas dasar tersebut regulasi 

Indonesia dengan tegas mengatur jika kekerasan seksual yang terjadi pada anak 

berimbas pada lebih dari 1 korban, timbulnya luka berat, gangguan psikologis, 

timbulnya penyakit seksual menular, rusaknya fungsi reproduksi dan 

mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dapat dijatuhi pidana maksimum 

berupa dipidana mati / pidana seumur hidup, maupun pidana penjara 

maksimum 20 tahun dan minimum 10 tahun.18 Selain adanya pidana pokok, 

pelaku kekerasan seksual pada anak juga dapat dijatuhi pidana tambahan 

mengingat adanya dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban. Adanya 

penerapan pidana tambahan tersebut diharapkan dapat menekan hasrat seksual 

berlebih yang disertai dengan rehabilitasi untuk pelaku.19 

Salah satu contoh kekerasan seksual terhadap anak yang menarik 

perhatian publik saat ini yaitu kasus Herry Wirawan dalam Putusan Kasasi 

Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022. Herry Wirawan alias Heri Bin Dede merupakan 

 
18 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, Ps. 81 ayat 5.  
19 Sitohang, “Penerapan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg 

Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam 

Perspektif Peradilan Anak,” hlm. 4 – 5. 
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pemimpin pesantren sekaligus pengajar agama pada pondok pesantren 

miliknya sendiri. Pada perkaranya Terdakwa H melakukan tindak pidana 

persetubuhan dengan 12 santriwati. Kejadian tersebut dilakukan oleh 

Terdakwa H secara berulang – ulang kali dengan Anak Korban yang berbeda 

– beda. Akibat kejadian tersebut terdapat beberapa Anak Korban mengalami 

kerusakan organ vital, terganggunya psikologis, bahkan beberapa dari Anak 

Korban mengalami kehamilan dan melahirkan beberapa bayi. Dalam 

melancarkan aksinya, Terdakwa menggunakan supremasi kekuasaan yang 

dimiliki dan disertai dengan tipu muslihat, sehingga Anak Korban menuruti 

nafsu bejat tersebut.  

Atas perkara tersebut, pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa H 

dituntut atas tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang 

dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) dan 

(3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 

Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.20 Terdakwa dijatuhi tuntutan 

berupa pidana mati, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000, pidana kebiri kimia 

dan pengumuman identitas, pemenuhan restitusi oleh Terdakwa H atas 12 

Anak Korban sebesar Rp. 331.527.168, adanya pembekuan beberapa yayasan 

berbasis agama milik Terdakwa, merampas harta kekayaan milik Terdakwa H 

 
20 Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg., hlm. 2.  
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untuk dilakukannya proses lelang, menyerahkan bayi – bayi hasil tindak pidana 

persetubuhan Terdakwa dengan beberapa Anak Korban kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat.21 

Dalam penjatuhan putusan, terjadi perbedaan antara putusan yang 

diberikan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Pada pokoknya 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg bersifat 

kontroversial, sebab menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan adanya 

pembebanan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia atas 12 Anak Korban.  

Berdasarkan duduk perkara, dakwaan, tuntutan dan putusan Pengadilan 

Negeri Bandung, dilakukannya upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi 

Bandung Oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengingat bahwa secara filosofis hakim 

merupakan jembatan akhir dalam proses peradilan pidana guna mendapatkan 

suatu keadilan.22 Sehingga, sudah seharusnya putusan pengadilan memberikan 

pertimbangan hukum dengan prinsip keadilan atas dasar adanya tindak pidana 

yang dilakukan.23  

Dalam hal ini putusan pengadilan tingkat pertama dinilai kurang 

mencerminkan rasa keadilan sebab adanya penjatuhan pidana seumur hidup 

dan pembebanan restitusi sepenuhnya kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Majelis Hakim pada putusan pengadilan 

 
21 Ibid, hlm. 2 – 6.  
22 Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia, cet. 1 (Sleman: PT 

Deepublish, 2018), hlm. 12. 
23 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, ed. 1 

(Jakarta: PT Kencana, 2016), hlm. 2. 
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Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg memperbaiki putusan pada 

tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 

H berupa pidana mati dan membebankan restitusi kepada Terdakwa H atas 12 

Anak Korban sebesar Rp. 331.527.168.24  

Upaya hukum yang ditempuh atas perkara ini senyatanya tidak hanya 

terhenti pada banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Melainkan, diajukan 

kembali upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, Putusan 

Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022 menolak seluruh memori kasasi yang 

diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa Herry Wirawan. Sehingga, putusan 

kasasi menguatkan putusan banding yang telah dikeluarkan. Meskipun 

demikian, putusan ini masih menuai kontroversi terutama berkenaan dengan 

upaya perlindungan yang diberikan pada para anak korban kekerasan seksual. 

Dimana upaya yang dilakukan masih memberikan tanda tanya mengenai 

kesesuaian penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa apakah telah memenuhi 

rasa keadilan sebagai upaya perlindungan terhadap para Anak Korban. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PN Bdg., hlm. 71 – 82.  
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik melakukan 

pengkajian lebih lanjut dalam bentuk tulisan Skripsi mengenai perkara 

kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pendidik agama terutama 

tentang penerapan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Untuk itu Penulis 

memilih judul “PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA 

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH 

TOKOH AGAMA DITINJAU DARI KONSEP PERLINDUNGAN 

ANAK” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalah yang diangkat untuk menjadi fokus penelitian dalam 

Skripsi ini antara lain sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap 

Terdakwa H pada kasus persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 

2022? 

2. Bagaimana perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara 

persetubuhan oleh tokoh agama kepada santri pada Putusan Nomor: 5642 

K/Pid.Sus/ 2022?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari 

penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetubuhan 

di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan atas korban kekerasan 

seksual perkara persetubuhan oleh Tokoh Agama kepada santri pada 

Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/ 2022. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan 

bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat penelitian 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penulisan karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terkhususnya Hukum 

Pidana mengenai upaya perlindungan yang dilakukan pada anak korban 

perkara kekerasan seksual yang sedang marak hingga saat ini  

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk turut menjadi sumbangsih 

bahan lanjutan penelitian bagi peneliti yang akan meninjau persoalan 

serupa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi aparat penegak hukum yakni dapat menjadi pertimbangan dalam 

mewujudkan pemberdayaan hukum yang lebih baik dalam menangani 

perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak terfokus pada 

penjatuhan pidana yang seberat – beratnya bagi pelaku, melainkan turut 

memperhatikan keseimbangan pemenuhan hak – hak anak korban yang 

telah direnggut.  

b. Bagi masyarakat yakni diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang 

dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya upaya 

perlindungan yang diberikan untuk anak korban perkara kekerasan 

seksual.  

 

E. Ruang Lingkup  

Penelitian hukum yang berjudul Penjatuhan Pidana Mati Dalam 

Perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Tokoh Agama 

Ditinjau dari Konsep Perlindungan Anak, mempunyai ruang lingkup 

permasalahan yang terbatas pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus 

persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022 serta perlindungan atas 

korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada 

santriwati secara normatif. Kajian dalam hal ini mengenai pemenuhan hak – 

hak korban yang telah direnggut baik secara materil maupun immateril 

berdasarkan fakta hukum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri 
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Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi 

Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg dan Putusan Kasasi Nomor: 5642 

K/Pid.Sus/2022.   

 

F. Kerangka Teori  

Secara garis besar, kerangka teori diartikan sebagai uraian yang 

menyajikan gambaran pemikiran secara umum mengenai masalah yang 

diangkat berdasarkan teori dan doktrin ilmu hukum terkait. Pada penulisan ini 

Penulis mengkaji permasalahan yang diangkat dengan menerapkan beberapa 

teori:  

1. Teori Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian bahwa perlindungan 

hukum pada intinya merupakan perlindungan atas harkat, martabat, serta 

pengakuan atas hak – hak subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum 

guna melindungi suatu hal dengan hal yang lainnya. Sejalan dengan hal 

demikian, menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum terbagi 

atas dua bentuk, yakni sebagai berikut:25 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Pada sarana perlindungan hukum preventif, setiap subjek hukum 

memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan sebelum adanya 

keputusan pemerintah yang berlaku secara umum. Tujuan adanya sarana 

 
25 Emil El Faisal dan Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum (Palembang: Bening Media 

Publishing, 2018), hlm. 24.  
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perlindungan hukum preventif yakni mencegah timbulnya sengketa 

dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Di sisi lain, adanya perlindungan 

hukum preventif turut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk berhati 

– hati dalam mengambil keputusan.   

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Sarana Perlindungan hukum represif yaitu suatu tindakan yang 

bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam pergaulan 

hidup bermasyarakat. Perwujudan perlindungan hukum secara represif 

terlihat dari adanya penanganan perkara pada lembaga peradilan di 

Indonesia. Prinsip yang dipegang dalam perlindungan hukum represif 

yakni bersumber pada pengakuan dan perlindungan atas hak asasi 

manusia.  

Dalam hal ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk 

menjawab rumusan permasalahan kedua yakni mengenai perlindungan atas 

korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada 

santri pada Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/ 2022. 
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2. Teori Pemidanaan  

Pada prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu 

memiliki kepentingan – kepentingan yang harus dijalankan. Tidak jarang 

hal tersebut menimbulkan pertentangan kepentingan karena adanya 

perbedaan antar kelompok masyarakat. Pertentangan ini kemudian akan 

menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena 

itu, untuk menyeimbangkan keadaan yang terjadi diperlukannya aturan 

hukum sebagai petunjuk.26 Akan tetapi, apabila individu tidak dapat 

mematuhi aturan yang ada sehingga menyebabkan adanya tindak pidana, 

maka timbul konsekuensi hukum bagi individu yang secara sah dan 

meyakinkan bersalah berupa penjatuhan sanksi pidana.  

Terdapat tiga golongan falsafah atau teori yang membenarkan 

negara menjatuhkan pidana bagi individu, yaitu sebagai berikut : 27  

a. Teori Absolut/ Retributif/ Mutlak (Vergeldings Theorien) 

Teori absolut atau pembalasan mutlak merupakan salah satu 

teori tertua yang berlaku dalam hukum pidana. Dimana sejak 3.500 

tahun silam teori ini sudah diterapkan oleh masyarakat internasional. 

Pelopor teori absolut yakni Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl 

dan Leo Polak. Ajaran dasar dari teori ini yaitu menjadikan pidana 

untuk memperbaiki kejahatan (let punishment fit the crime). Teori ini 

mengajarkan bahwa pidana merupakan pembalasan atas tindak 

 
26 Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, Dasar – Dasar Pengetahuan Ilmu 

Hukum, ed. 1, cet. 1(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 14 – 15.  
27 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, ed. 1, cet. 2 (Depok:  PT RajaGrafindo 

Persada, 2021), hlm. 168 – 194  
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kejahatan yang dibuat oleh pelaku tanpa memperhatikan kepentingan 

pelaku. Dengan perkataan lain, teori absolut hanya melihat perbuatan 

(daad) dan bukan pelaku (dader).  

b. Teori Relatif/ Tujuan/ Utilitarian (Doel Theorien) 

Pelopor teori relatif yakni Von Feuerbach, Muller, Utrecht, Van 

Hamel, dan Von Liszt. Teori relatif atau tujuan merupakan falsafah 

pembenar penjatuhan pidana terhadap pelaku yang diberikan oleh 

negara dengan tujuan memperbaiki pelaku, korban serta masyarakat. 

Dimana menurut teori ini penjatuhan pidana yang diberikan terhadap 

pelaku tidak boleh berorientasi pada masa lalu yakni respon atas tindak 

kejahatan pelaku, melainkan harus berorientasi pada masa depan yakni 

memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun, tokoh utama dari 

falsafah utilitarian ini ialah Jeremy Bentham.  

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien) 

Pelopor Teori Gabungan yakni Pompe, Van Bemmelen, 

Grotius, Rossi, dan Zevenbergen. Teori gabungan merupakan 

kombinasi atas teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan 

penjatuhan pidana yang diberikan terhadap pelaku merupakan 

pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan sekaligus suatu 

langkah mempertahankan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. 

Terdapat tiga golongan dalam teori gabungan yaitu sebagai berikut :  
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1. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan  

2. Teori gabungan yang berfokus untuk mempertahankan nilai dan 

norma yang hidup dalam bermasyarakat 

3. Teori gabungan yang berfokus pada keseimbangan antara 

pembalasan dan pertahanan nilai serta norma yang hidup di 

masyarakat.  

Adanya teori pemidanaan dalam penulisan ini digunakan untuk 

menjawab permasalahan pertama yakni mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus 

persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022.  

 

3. Teori Pertimbangan Hakim  

Dalam sistem peradilan pidana, fungsi sub sistem pengadilan 

memiliki peranan penting terhadap penentuan keabsahan tindakan hukum 

berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pengawasan terhadap 

jalannya putusan Terpidana. Hakim dalam hal ini memiliki tugas dan 

wewenang penuh untuk memberikan pertimbangan secara adil dalam 

menjatuhkan putusan terkait tindak pidana dan kemampuan 

pertanggungjawaban pelaku.28 

 

 
28 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, hlm. 

2. 
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Adanya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait 

tindak pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku, memiliki 

tujuan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan daad en dader 

strafrecht.29 Pertimbangan Hakim diartikan sebagai rumusan cara berpikir 

hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara konkrit yang ada pada 

putusan pengadilan. Terkait isi putusan pengadilan, sebagaimana diatur 

pada Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pada pokoknya putusan yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada suatu pengadilan harus berisi fondasi 

pemikiran serta acuan yang berasal dari aturan perundang – undangan.30 

Dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim 

mempertimbangkan mengenai:31 

1. Pertimbangan atas perkara yakni telah terbuktinya perbuatan terdakwa 

memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum terhadapnya 

2. Pertimbangan atas hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa memiliki unsur kesalahan dalam tindak pidana.  

 
29 Ibid. 
30 Indonesia, Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 50 ayat (1). 
31 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak 

Pidana Narkotika,” Journal of Criminal Law (2020), hlm 8. 
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3. Pertimbangan atas pemidanaan yakni pertimbangan atas adanya 

kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri 

Terdakwa. 

Setelah melakukan pertimbangan tiga unsur di atas, Hakim 

kemudian menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan 

mendasarkan pada berbagai pertimbangan. Dimana pertimbangan 

tersebut terdiri atas pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan 

hakim sosiologis yakni sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Yuridis  

Pertimbangan hakim yuridis diatur secara jelas dalam hukum 

positif Indonesia yakni pada Pasal 183 KUHAP. Pada pokoknya 

dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa harus berdasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti 

yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa Terdakwa memang 

melakukan kesalahan.32 Adapun, pertimbangan hakim yuridis 

antara lain meliputi 5 jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur 

pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.  

2. Pertimbangan Hakim Non – Yuridis atau Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan non – yuridis atau pertimbangan hakim sosiologis 

merupakan unsur yang mempengaruhi putusan hakim dari segi 

 
32 Indonesia, Undang – Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 

1981, TLN No. 3209, Ps. 183. 
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sosial dan psikologis terdakwa. Pertimbangan sosiologis antara lain 

meliputi: 

1. Keadaan yang memberatkan yakni dampak yang ditimbulkan 

dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap 

korban dan lingkungan sekitar. 

2. Keadaan yang meringankan yakni kemampuan Terdakwa dalam 

bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan kesehatan fisik dan 

psikis, sifat sopan terdakwa selama persidangan dan tanggungan 

keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa.  

Berikut teori – teori yang dipergunakan oleh Majelis Hakim 

dalam memberikan pertimbangan – pertimbangan putusnya suatu 

perkara:33 

1. Teori Keseimbangan, yakni keseimbangan antara aturan hukum 

yang berlaku dengan kepentingan pihak – pihak terkait, seperti 

kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat, dan kepentingan 

korban. 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi, dimana penjatuhan putusan 

hakim merupakan kewenangan Hakim. Dalam hal ini kewenangan 

tersebut harus bersesuaian dengan keadaan dan hukuman yang 

setimpal dengan perbuatan terdakwa. Atas hal tersebut Hakim 

 
33 Muhammad Arif, “Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa 

Tanah Dalam Masyarakat Madura,” Jurnal Soumatera Law Review (2018), hlm. 12 – 13.  



22 

 

 

 

dalam menjatuhkan putusan menggunakan intuisi yang diperoleh 

dari pengetahuan.  

3. Teori pendekatan keilmuan, yaitu penjatuhan putusan oleh Hakim 

tidak hanya dilandaskan pada intuisi semata, melainkan turut 

dilengkapi dengan wawasan keilmuan Hakim terkait hukuman dan 

perkara yang ada.  

4. Teori pendekatan pengalaman, yaitu penjatuhan pidana yang 

diberikan oleh Majelis Hakim didasarkan pada pengalaman Hakim 

dalam memutus perkara. Dimana berdasarkan pengalaman tersebut 

Hakim dapat mengetahui dampak putusan terhadap Terdakwa atau 

pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat luas. 

5. Teori ratio decidendi, yaitu pertimbangan penjatuhan pidana 

didasarkan pada pokok perkara secara langsung guna mencari dan 

menetapkan aturan perundang – undangan yang relevan dalam 

memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. 

6. Teori kebijaksanaan, yaitu teori yang kerap digunakan dalam 

memutus pidana anak dengan berlandaskan pada rasa cinta tanah 

air dan kekeluargaan. Oleh karena itu, keluarga, pemerintah dan 

masyarakat memiliki tanggung jawab penuh atas pembinaan 

terhadap anak agar menjadi individu yang berguna bagi masyarakat 

luas.  
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Teori pertimbangan hakim dalam penulisan ini digunakan untuk 

menjawab permasalahan pertama yakni mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus 

persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022. 

 

G. Kerangka Konseptual   

Kerangka konseptual merupakan suatu susunan beberapa pengertian 

abstrak dari objek penelitian sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu 

wawasan guna menjadi pedoman dalam penulisan. Dalam hal ini kerangka 

konseptual berfungsi sebagai acuan dalam mengelola dan menganalisis bahan 

hukum yang digunakan oleh Penulis.34 Dalam penulisan Skripsi ini terdapat 

beberapa konsep permasalahan yang diangkat, yakni sebagai berikut:  

1. Pidana Mati 

Pidana mati merupakan satu jenis pidana paling berat dari semua 

hukuman yang diancam, dengan jalan membunuh pelaku kejahatan. 

Tujuan adanya penjatuhan pidana mati ialah menegakkan norma hukum 

sekaligus membuat jera pelaku kejahatan lain, sehingga kepentingan 

umum dapat terlindungi.35 Penjatuhan pidana mati dalam hal ini hanya 

diancamkan terhadap tiap – tiap kejahatan berat.36  

 

 
34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 42. 
35 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Hukum Pidana Materil dan Formil, United States 

Agency for International Development (USAID), The Asia Foundation dan Kemitraan, hlm. 203 - 

204 
36 Marlina, Hukum Penitensier, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 81 
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Merujuk pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Hukum Pidana atau 

kerap disebut dengan KUHP didapati ketentuan bahwa pidana mati 

termasuk ke dalam kategori pidana pokok pada urutan pertama.37 

Penjatuhan pidana mati dilakukan oleh algojo dengan cara 

menggantungkan tali pada suatu tiang dan menjerat leher terpidana dengan 

menggunakan tali tersebut yang selanjutnya menjatuhkan papan tempat 

terpidana berdiri.38  

Saat ini, pembaharuan penerapan hukuman mati yaitu dengan 

menembak terpidana hingga mati yang dilakukan oleh regu tembak. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.39 Selain 

pembaharuan tersebut, saat ini pidana mati juga mengalami pergeseran 

terkait dengan kedudukannya yang sebelumnya merupakan pidana pokok, 

berubah menjadi pidana alternatif sebagaimana diatur pada Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana. 40  

 

 

 
37 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], dihimpun oleh Mediya 

Refaldi, (Jakarta: PT Alika, 2016), Ps. 10. 
38 Ibid, Ps. 11. 
39 Marlina, Hukum Penitensier, cet 2, hlm. 82.  
40 Redaksi Sinar Grafika, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika. 

2023), Ps. 67. 
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2. Abolisionis dan Retensionis 

Pergerakan abolinionis muncul pertama kali disebabkan karena 

adanya perbedaan ideologi antara Amerika Selatan dan Amerika Utara. 

Dimana Negara Amerika Selatan memiliki ideologi perbudakan untuk 

memenuhi tenaga kerja di perkebunan. Sedangkan, Negara Amerika Utara 

menentang adanya tindakan perbudakan, sebab negara ini telah berada 

pada posisi industrialis. Dengan demikian, muncul dorongan gelombang 

anti – perbudakan di Amerika Utara sejak sebelum tahun 1830. Awal 

kemunculan gerakan ini dipelopori oleh kelompok Quaker dengan doktrin 

dasar bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Sejalan dengan adanya gelombang anti – perbudakan, negara yang 

pertama sekali secara aktif menghapus ide hukuman mati yakni terletak 

pada Benua Amerika terutama pada Negara Amerika Selatan. Kemudian, 

dilanjutkan oleh Venezuela pada tahun 1863 yang menghapus pidana mati 

untuk semua tindak kejahatan. Hingga Negara San Marino di kawasan 

Eropa yang turut menghapus adanya pidana mati untuk semua tindak 

kejahatan pada tahun 1865.41 

Gerakan kaum abolisionis atau kontra memberikan pemahaman 

bahwa penjatuhan pidana mati tidak layak diberikan kepada terpidana. 

Dimana negara tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa masyarakat 

 
41 Institute for Criminal Justice Reform, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari 

Masa ke Masa, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 15 – 16. 
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sipil, pencabutan nyawa seseorang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa. Sasaran yang ditujukan pada gerakan ini yaitu penjatuhan 

pidana sebagai bentuk pencelaan, bukan sebagai penderitaan atau 

punishment as approval, not punishment as suffering. Pemikiran dasar dari 

gerakan dipengaruhi oleh 2 ide pokok yakni 1) pandangan bahwa setiap 

peristiwa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan 2) tujuan pemidanaan 

yaitu pencegahan.42  

Gerakan retensionis atau pro berpendapat bahwa penjatuhan pidana 

mati merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat atas rasa muak yang 

ditimbulkan dari tindak kejahatan, sehingga penjatuhan pidana mati harus 

dilakukan guna menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum di 

masyarakat. Secara umum gerakan ini memandang bahwa penjatuhan 

pidana mati terhadap pelaku kejahatan didasarkan atas teori absolut yaitu 

pembalasan dengan unsur memberantas. 

 

3. Perlindungan Anak 

Perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan 

untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak – hak yang dimilikinya 

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta turut ikut berpartisipasi 

secara optimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dan 

memperoleh perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi.43 

 
42 Risman, “Polemik Pemidanaan (Kontroversi Faham Abolisionis dan Retensionis),” Jurnal 

Syariah Hukum Islam (2018), hlm. 6 
43 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, Ps. 1 Angka 2. 
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Berbicara mengenai perlindungan anak, sejak lama telah diupayakan 

dengan adanya ratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak (Convention on the 

Rights of The Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

yang mengatur mengenai hak – hak anak di bidang hukum, sosial, ekonomi 

dan budaya.44   Perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan 

prinsip jaminan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 

penghargaan pendapat anak, serta hak keberlangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak. 45  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu langkah ilmiah yang dilakukan guna 

mendapatkan serta mengkaji data yang valid, sehingga dapat menciptakan 

suatu pengembangan dan pembuktian fakta hukum yang baru guna 

memecahkan permasalahan yang ada.46 Adapun metode penelitian yang 

diterapkan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

yang menganalisis tentang norma hukum, regulasi, asas hukum, prinsip 

 
44 Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam 

Perlindungan Anak, cet. 1, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 29  
45 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, Penjelasan Umum.  
46 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ed. 1 

(Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm.3. 
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hukum, teori hukum, serta studi kepustakaan lain yang terkait guna 

menjawab permasalahan hukum yang dikaji.47  

Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum 

yang berfokus pada aturan perundang – undangan tertulis atau norma 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana penelitian 

ini sebagian besar data yang digunakan dalam menganalisis masalah yakni 

berdasarkan aturan undang – undang yang berlaku.48 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh 

peneliti dalam menentukan arah pembahasan guna memberikan kejelasan 

kepada para pembaca mengenai substansi karya ilmiah.49 Dalam penulisan 

Skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach)50 

Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang – undang 

yaitu pendekatan yang diterapkan dalam suatu kajian hukum dengan 

menganalisis dan mengkaji semua aturan hukum tertulis dan regulasi 

 
47 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, hlm. 47. 
48 Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian 

Hukum (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 8. 
49 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. 1 (Pasuruan: CV Qiara Media, 

2021), hlm 58. 
50 Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet. 2 

(Jakarta: PT Kencana, 2018), hlm. 295. 
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yang memiliki relevansi dengan kekuasaan kehakiman terkait dengan 

permasalahan hukum yang diangkat. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menganalisis kasus – kasus berupa putusan hakim yang 

telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan hukum 

yang diangkat. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang mendasar 

pada teori dan doktrin ilmu hukum dalam membangun argumen guna 

menguraikan isu hukum yang diangkat. Sehingga pada akhirnya 

pendekatan ini akan memberikan pengertian hukum terkait ide yang 

digunakan.51  

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan penelitian hukum empiris maupun sosial lain. Hal 

demikian dibuktikan dengan jenis dan sumber bahan hukum yang 

digunakan berfokus pada konsep norma hukum.52 Adapun, jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder atau data pustaka. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aturan 

 
51 Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. 1, hlm. 59 – 60. 
52 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, hlm. 60.  
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perundang – undangan, buku – buku mengenai perlindungan hukum tindak 

pidana kekerasan seksual serta literatur terkait dengan permasalahan yang 

diangkat.53 Sejalan dengan hal demikian, sumber bahan hukum yang 

terdapat pada penulisan Skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer diartikan sebagai regulasi, risalah resmi 

maupun dokumen yang dihadirkan dalam penelitian hukum yang 

diangkat.54 Selain itu, bahan hukum primer juga kerap disebut dengan 

peraturan perundang – undangan yaitu suatu aturan tertulis yang 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan 

mengikat bagi siapa pun.55 Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana;56  

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana;57  

 
53 Dela Puspa Anggraini, “Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana 

Bantuan Korban yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual,” (Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2023), hlm. 17 – 18  
54 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, hlm. 59 
55 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 14 (Jakarta: PT Kencana, 2011), hlm. 14 
56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], dihimpun oleh Mediya 

Refaldi, (Jakarta: Alika, 2016). 
57 Indonesia, Undang – Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 

1981, TLN No. 3209.  
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3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia;58  

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak;59 

5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak;60 

6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban;61 

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang – Undang;62  

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual;63 

 
58 Indonesia, Undang – Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 

1999, TLN No. 3886. 
59 Indonesia, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN 

NO. 152 Tahun 2012, TLN No. 5332. 
60 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 

2014, TLN No. 5606. 
61 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN 

NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.  
62 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN NO. 237 Tahun 

2016, TLN No. 5946.  
63 Indonesia, Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN 

NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792. 
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9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang 

– Undang Hukum Pidana;64 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana;65 

11. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg;66 

12. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg;67 

13. Putusan Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022.68 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang 

memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.69 Dalam hal ini 

bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum. Pada 

penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain 

buku, pendapat para ahli, jurnal, karya tulis ilmiah, dan kajian – kajian 

hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat.  

 

 

 

 
64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2023). 
65 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana, PP No. 43 Tahun 2017. 
66 Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. 
67 Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. 
68 Mahkamah Agung, Putusan No. 5642 K/Pid.Sus/2022. 
69 LKKI, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, hlm. 12. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer serta bahan hukum 

primer. Adapun bahan hukum tersier yakni kamus besar bahasa 

Indonesia, kamus hukum dan bahan – bahan yang diperoleh dari 

berbagai media massa maupun media internet terkait dengan isu yang 

diangkat.70 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan karya tulis ilmiah 

berupa Skripsi ini adalah studi pustaka. Dimana studi pustaka merupakan 

metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, memahami dan 

mengkaji bahan – bahan hukum seperti perundang – undangan, buku karya 

tulis ilmiah dan literatur terkait untuk kemudian dapat memberikan 

penjelasan mengenai norma hukum yang ada pada permasalahan.71 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan Skripsi ini teknik analisis data hukum yang 

digunakan oleh Penulis yaitu teknik deskriptif analisis. Dimana analisis data 

yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. Deskriptif dalam hal ini meliputi isi dan struktur hukum positif 

 
70 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, hlm. 62. 
71 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: PT Scopindo 

Media Pustaka, 2020), hlm. 37. 
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yang berlaku guna menentukan kegunaan aturan hukum yang dijadikan 

pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat.72  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang diterapkan dalam penulisan Skripsi ini 

yaitu secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif diartikan 

sebagai penarikan kesimpulan yang bertumpu dari fakta – fakta bersifat 

umum yang kebenarannya telah diakui oleh masyarakat luas dan diakhiri 

dengan kesimpulan baru yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan 

konkrit yang dihadapi.73 

 

 
72 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, ed.1, cet. 4 (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), hlm. 107 
73 Ibid, hlm 71.  
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